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WALIKOTA SURABAYA

KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 31 TAHUN 2003

TENTANG

TATA CARA PENYELESAIAN, PENGALIHAN DAN

+a
—

PENDAFTARAN iZIN GANGGUAN
WALIKOTA SURABAYA,

bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat
berkeitan dengan penyederhanaan perizinan dan  perubahan
struktur organisasi di lingkungan 'Pemerintah Kota Surabaya
berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun
2001 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya, maka ketentuan
tentang Tata Cara Penyelesaian, Pengalihan dan Pendaftaran izin
Gangguan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Walikota
Surabaya Nomor 11 Tahun 2001 tentang Tata Cara Penyelesaian,
Pengalihan dan Pendaftaran lzin Gangguan perlu ditinjau kembali ;

bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a di atas, perld
menetapkan Keputusan Walikota Surabaya tentang Tata Cara
Penyelesaian Perizinanp Gangguan .

. Undang - undang Gangguan ( Hinder Ordonantie) Staatsblad

1926 Nomeor 226 yang telah diubah dengan Staatsblad Tahun 1840
Nomor 14 dan Nomeor 450 ;

Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa
Tengah / Jawa Barat dan Daerah {stimewa Yogyakarta yang telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;

. Undang - undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang ;

Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah yang telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 34 Tahun 2000 ;

Undang - undang Nomor 23 Tahun 1897 tentang Pengelolaan
Lingkungan Hidup ;

Undang - undang Nomor 22 Tahun 1998 tentang Pemerintahan
Daerah :

Peraturean Pemerintzh Nomoer 27 Tahun 1999 tentang Analisis
Mengenai Dampak Lingkungan ;
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8. Peraturan Pemerintah Nomer 66 Tahun 2001 tentang Retribusi
Daerah ;

9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat {f Surabaya Nomor 6
Tahun 1999 tentang Retribusi lzin Gangguan ;

10.Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2001 tentang
QOrganisasi Dinas Kota Surabaya ;

11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1983 tentang
Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) serta izin Undang-
Undang Gangguan (UUG) bagi Perusahaan industri dan Kawasan
Industri ;

12.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang
Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Daerah ;

13.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1897 tentang
Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah ;

14.Keputusan Walikota Surabaya Nomor 80 Tahun 2001 tentang

Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota
Surabaya .

MEMUTUSKAN

: KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA TENTANG TATA CARA

PENYELESAIAN PENGALIHAN DAN PENDAFTARAN IZIN
GANGGUAN

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kota Surabaya, yang selanjutnya disebut Pemerintah
Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Dasrah ;

2. Kepala Daerah, adalah Walikota Surabaya ;

3. Dinas Lingkungan Hidup, adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota
Surabaya ;

4. Dinas Bangunan, adalah Dinas Bangunan Kota Surabaya ;
5. Dinas Tata Kota, adalah Dinas Tata Kota Kota Surabaya ;

6. Dinas Pemadam Kebakaran, adalah Dinas Pemadam Kebakaran
Kota Surabaya ;

7. Dinas Kesehatan, adalah Dinas Kesehatan Kota Surabaya ;



8. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal, adalah
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal Kota
Surabaya ;

9. Sub Dinas Perizinan adalah Sub Dinas Perizinan pada Dinas
Lingkungan Hidup Kota Surabaya ;

10.Dinas/instansi terkait, adalah Dinas/Instansi terkait lainnya yang
dipandang periu memberikan persetujuan dalam Pemberian Izin
Gangguan ;

11.Kawasan Industri, adalah Kawasan tempat pemusatan kegiatan
industri pengolahan yang dilengkapi dengan sarana, prasaraha dan
fasilitas penunjang lainnya yang disediakan dan dikelola oleh
Perusahaan Kawasan Industri ;

12.Perusahaan Kawasan Industri, adalah Perusahaan Badan Hukum
yang didirkan menurut Hukum Indonesia dan berkedudukan di
indonesia yang mengelola Kawasan Industri ;

13.Perusahaan industri, adalah Perusahaén yang bergerak dalam
bidang industri yang berada dalam kawasan industri dan di luar
Kawasan industri ;

14.Penanaman Modal, adafeh Perusahaan !ndustri PMDN, PMA, Non
PMDN dan Non PMA dalam kawasan industri sebagaimana
dimaksud dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967
dan Perusahaan HNasional atau Perorangan sebagaimana
dimaksud Pasal 3 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 ;

15.1zin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada Penanam Modal atas

- rencana penggunaan lahan dalam suatu wilayah tertentu dengan
maksud untuk pembebasan hak atas tanah sesuai dengan tata
ruang wilayan ;

18.1zin Gangguan, adalah Izin yang diberikan oleh Kepala Daerah
kepada orang pribadi atau badan untuk mendirkan atau
memperiuas tempat usaha di lokasi tertentu vyang dapat
menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan ;

17.Lokasi, adalah Letak tempat usaha yang dimohonkan izin dalam
Kota Surabaya ;

18.Pemohon , adalah Orang atay Badan hukum yang mengajukan lzin
Gangguan ; '

18.instansi Pemroses, adalah Instansi yang memproses [zin
Gangguan yaitu Dinas Lingkungan Hidup ;

20.instansi Pember Pertimbangan, adalah Instansi terkait yang
memberikan perimbangan dalam pemberiar/penoiakan Izin
Gangguan .



BAB |l
OBYEK IZIN GANGGUAN

Pasal 2

(1) Setiap tempat usaha yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan
gangguan bagi lingkungan wajib memiiiki izin Gangguan ;

(2) Jenis tempat usaha y'ang wajib memiliki izin Gangguan dengan kategori
gangguan ringan adalah :

a. Tidak  mengerjakan, menyimpan atau memproduksi bahan

berbahaya dan beracun (B3) :

Tidak menggunakan peralatan produksi yang dijalankan dengan
memakai tenaga elekiro motor maupun motor lain lebih dari 3 KW
(4 PK);

Tidak menggunakan atau memakai asap, gas-gas atau uap-uap
dengan tekanan berat ;

d. Banguhan tempat usaha tidak bertingkat ;

(3) Jenis tempat usaha yang wajib memiliki izin gangguan dengan kategori
gangguan berat (Staatsblad Tahun 1926 Nomor 226 yang telah diubah
dengan Staatsblad Tahun 1940 Nomor 14 dan Nomor 450) adalah :

a.

Yang dijalankan dengan alat kerja tenaga uap air dan gas, demikian
pula dengan elekiro motor dan tempat usaha lainnya yang
mempergunakan tenaga uap, air dan gas atau uap bertekanan
tinggi ;

. Yang dipergunakan untuk membuat, mengerjakan dan menyimpan

mesin dan bahan peledak fainnya termasuk pabrik dan tempat
penyimpanan petasan ;

Yang dipergunakan untuk membuat ramuan kimia, termasuk pabrik
korek api ;

Yang dipergunaken untuk memperoleh, mengerjakan dan
msnyimpan bahan-bahan atsiri (viuchting) atau yang mudah
menguap ,

Yang dipergunakan untuk penyulingan kering dari bahan-bahan
tumbuh-tumbuhan dan hewani serta mengerjakan hasil yang
diperoleh daripadanya, termasuk pabrik gas ;

Yang dipergunakan untuk mengerjakan lemak-lemak dan damar ;

Yang dipergunakan untuk menyimpan dan mengerjakan sampah ;

. Tempat pengeringan gandum/kecambah (Mouterij), pabrik bir,

tempat pembuatan minuman keras dengan cara pemanasan
(Branderij), perusahaan penyulingan, pabrik spiritus, pabrik cuka,
perusahaan pemurnian, pabrik tepung dan perusahaan roti serta
pabrik setrup buah-buahan ;



i. Tempat pembantaian, tempat pengulitan (Vinderij), perusahaan
pencucian jerchan ({(Penserij), tempat penjemuran , tempat
pengasapan bahan - bahan hewani, begitu pula Tempat
panyamakar Kuiit ,

j. Pabrik porselin dan pecah belah (Aaderwark), tempat pembuatan
batu merah, genteng,ubin dan tegel, tempat pembuatan barang dari
gelas, tempat pembakaran gamping, gipsa dan pembasahan
(pernbuatan) kapur ;

k. Tempat pencairan logam, tempat pengecoran logam, tempat
pertukangan besi, tempat penempaan logam, tempat pemipihan
logam, tempat pertukangan kuningan, kaleng dan tempat pembuatan
ketel ;

|, Tempat penggilingan tras, penggergajian kayu dan pabrik minyak ;

m. Galangan kapal kayu, tempat pembuatan barang dari batu dan
penggergajian batu, tempat pembuatan gilingan dan kereta, tempat
pembuatan tong dan tempat pertukangan kayu ;

n. Tempat persewaan kendaraan ;

0. Tempat penembakan ;

p. Gudang penggantungan tembakau ;
q. Pabrik tapioka ;

r. Pabrik untuk mengerjakan karet, getah (Gummi), getah perca atau
bahan-bahan yang mengandung Zat Karet ;

5. Gudang kapuk, perusahaan batik ;

t. Warung dalam bangunan tetap, begitu juga tempat usaha iainhya
yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian atau gangguan ;

{4) Tempat - tempat usaha lainnya vang wajib memiliki lzin Gangguan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf t adatah :

a. Usaha di bidang Pariwisata :

1. Usaha rekreasi dan hiburan umum vyaitu taman rekreasi,
gelanggang renang, pemandian alam, padang goif, kolam
memancing, gelanggang permainan ketangkasan, gelanggang
bowting dan bilyard, klub malam, diskotik, panti pijat, panti mandi
uap, bioskop, pusat pasar seni, dunia fantasi, theatre atau
panggung terbuka dan tertutup, taman satwa, pentas pertunjukan
satwa, usaha fasilitas wisata tita, usaha sarana fasilitas olah
raga, balai pertemuan, barber shop, salon kecantikan, pusat
kesehatan atau heaith centre, pusat kesegaran jasmani atau
fitnes centre ;

2. Rumah makan, restaurant, bar, depot dan cafe .



b.

C.

3. Tempat penginapan (Hote!, Penginapan Remaja, Losmen, Motel,
Home Stay dan Guest House) ;

4. Tempat penyelenggaraan musik hidup. tempat penyelenggaraan
kesenian tradisional dan sejenisnnya .

Uszha di bidang Perindustrian dan Perdagangan :

1. Ruang/gedung/tempat penyimpanan penimbunan barang -
barang dagangan yang bangunan tempat usahanya bertingkat

2. Perusahaan korveksi dengan menggunakan 5 (lima) Mesin atau
lebih;

3. Perusahaan percetakan menggunakan mesin lebih dari 4 PK :

4. Pengelolaan gedung-gedung perkantoran / pertokoan yang
bangunan tempat usahanya bertingkat;

5. Perusahaan studic rekaman yang bangunan tempat usahanya
bertingkat:

6. Statiun bahan bakar umum, penjualan minyak pelumas eceran
termasuk service ganti minyak pelumas ;

7. Tempat penyimpanan dan penjualan bahan - bahan kimia :

8. Tempat penyimpanan dan penjualan eceran minyak tanah,
minyak solar, residu, spiritus, alkohel, gas elpiji dan karbit :

9. Tempat penyepuhan, pencelupan, chroom, elekiroplating dan
sejenisnya ;

10.Bengkel perbaikan sepeda, sepeda motor, mobil, aki dan dinamo.

11. Tempat penampungan dan penjualan kertas bekas bns hirkas
kayu bekas, plastik bekas, dan barang-tarang beka« tainnya .

12.Pengepakan barang-barang dagangan. sorlasi  perusahaan
expedisi yang bangunan tempa! usahanya bertingka

13.Ruang pamer yang bangunan tempat uszhanya bertingkat .

14.Toko elektronik yang menmnbulkan kebisingan atau yang
bangunan tempat usahanya bertingkat

15. Tempat menyimpan / mengolah / mengerjakan barang - barang
hasil laut , hasil bumi |, hasil hutan :

16. Tempat pembuatan makanan dan minuman ;
Usaha di Bidang Kesehatan

1. Apotek, toko obat ;

2. Klinik spesialis/rumah sakit bersalin /rumah bersalinfrumah sakit,
laboratorium, balai  pengobatan, industri  farmasi, Klinik
Kecantwan



3. Tempat penjualan/peredaran produk makanan. minuman dan
rokok yang bangunan tempat usahanya bertingkat .

d. Usaha di bidang perhubungan :

1. Stasiun radio dan televisi ;

2. Tempat penyimpanan/garasi/pool kendaraan angkutan barang
maupun orang yang menggunakan mesin lebih dari 4 PK.

e. Usaha di bidang jasa :

f.

1. Tempat pencucian kendaraan bermotor (sepeda motor , mobil
dan fain - lain ) yang menggunakan mesin lebih dari 4 PK ;

2. Travel, Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTK!) yang
bangunan tempat usahanya bertingkat .

Usaha di bidang pertanian :

Tempat peternakan unggas, sapi, sapi perah dan sejenisnya .

BAB Il
PERSYARATAN PERMOHONAN 1ZIN

Pasal 3

(1} Permohonan untuk memperoieh Izin Gangguan diajukan kepada Kepala
Dinas Lingkungan Hidup dengan dilampiri

a.

Foto copy Surat Bukli Pemillkan/Penguasaan Tanah dan/atau

Bangunan dilockasi tempat usaha sebanyak 5 (lima) lembar ,

Folo copy akte pendirian bagi Perusahaan yang berstatus Badan
Hukum/Badan Usaha atau foto copy Anggaran Dasar sebanyak 5
(lima) lembar ;

Foto copy Surat 1zin Mendirikan Bangunan (IMB) dan gambar sesuai
dengan peruntukan sebanyak 5 (ima) lembar ;

Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebanyak 5 {(lima) lembar ;

Foto copy Akie Pendirian Badan Hukum {(apabila diperlukan)
sebanyak 5 { lima ) lembar ;

Surat Keterangan Tempat Usaha dari Camat setempat sebanyak 5
(lima) lembar ;

Gambar denah dengan ukuran skala paling sedikit 1 : 200 dan
Gambar Situasi dengan ukulan slaka 1 : 1000 dilengkapi keterangan
tata letak mesin - mesin peralatan produksi / peralatan bantu lainnya
dan harus diberikan keterangan pula dengan jefas berapa kekuatan
masing - masing (untuk tempat usaha yang menggunakan mesin)
sebanyak 6 (enam) lembar.



(2} Permohonan untuk memperoleh Daftar Ulang. Perpanjangan atau Balik

—
-

[

Nama diajukan kepada Kepalz Dinas Lingkungan Hidup dengan
dilampiri :

a. Foto copy Surat Bukti Pemilikan/Penguasaan Tanah danf/atau
Bangunan dilckasi tempat usahz sebanyak 1 {satu) lembar ;

b. Foto copy Surat Bukti Pengalihan Tempat Usaha dari Pihak Kesatu
ke Pihak Kedua (untuk Balik Nama) sebanyak 1 (satu) lembar .

¢. Foto copy akie pendirian bagi Perusahaan yang berstatus Badan
Hukum/Badan Usaha atau folo copy Anggaran Dasar sebanyak 1
(satu) lembar ;

d. Foto copy Surat [zin Mendirikan Bangunan (IMB) dan gambar sesuay
dengan peruntukan sebanyak 1 (satu) lembar

e. Foto copy Kartu Tanda Penduduk tKTP) sebanyak 1 (satu) lembar |

f. Foto copy Akie Pendirian Badan Hukum (apabila diperlukan)
sebanyak 1 (saiu) lembar |

g. Foto copy Surat 1zin Gangguan , sebanyak 1 (satu) lembar ;

h. Foto copy gambar HO, sebanyak 1 (satu) lembar .

BAB IV
PANITIA PERTIMBANGAN IZIN GANGGUAN

Pasal 4

Panitia Pertimbangan lzin Gangguan bertanggung jawab kepada Kepaia
Daerah, terdiri atas :

a. Kepaia Dinas Lingkungan Hidup;
b. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal ;
¢. Kepala Dinas Tata Kota ;
d. Kepala Dinas Bangunan ;
g. Kepala Dinas Kesehatan ;
f. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran ;
g. Instansi terkait yang dianggap periu.
Pasal 5
Tugas pokok Panitia Pertimbangan {zin Gangguan adalah memberikan

ne~timbangan kepada Kepala Daerah atas permohonan 1zin Gangguan
cengan ketentuan sebagal berikut ¢

z DPa~mia~za~ mengenai Xenstuksi  kelengkapan sarana  den
- ca~zure~ terral usaneg dherkzn o'gn Ditas Banguran:

=



b. Pertimbarigan mengenai tata letak dan lokasi tempat usaha diberikan
oleh Dinas Tata Kota ;

c. Pemmbangan mengenai sistem pengamanan serta kelengkapan
yang berkaitan dengan bahaya kebakaran tempat usaha diberikan
oleh Dinas Pemadam Kebakaran ;

d. Perimbangan mengenai jems usaha di Bidang . Perindustrian,
Perdagangan dan Penanaman- Modal di Kota Surabaya: diberikan
oieh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman.Modal ;

e. Pertimbangan mengenai pengaruh tempat usaha terhadap dampak
lingkungan termasuk upaya - upaya pengendahan pencemaran
lingkingan dan kewajiban permohonari “izin. antuk seefiyusun

dokumentasi analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), atau
UKL/UPL diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup |

f. Pertimbangan mengenai hygiene dan sanitasi tempat usaha -dan
aspek lain yang berhubungan dengan bidang Kesehatan diberikan
oleh Dinas Kesehatan .

@) Untuk menyelenggarakan tugas pokok pada ayat (1) Panitia
Pertimbangan mempunyai fungsi :

a. Pengkoordinasian dalam membina kerjasama dengan semua
Instansi -maupun badan swasta yang berkaitan dengan masalah
Pemberian 1zin Gangguan ;

b, Penatauszhaan dalam pengurusan tata usaha yang berhubungan
dengan pemberian pertimbangan atas permohonan [zin Gangguan.

Pasal 6

(1) Kepala Dinas Lingkungan Hidup selaku Koordinator Panitia
Pertimbangan Izin Gangguan menyelenggarakan koordinasi dengan
Anggota Panitia Pertimbangan yang berkaitan dengan adanya
permohonan izin gangguan .

(2) Panitia Pertimbangan Izin Gangguan mengadakan sidang untuk
membahas permohonan izin gangguan sesuai dengan kebutuhan .

Pasal7

Untuk kelancaran tugas, Ketua Panitia Pertimbangan izin Gangguan dapat
menunjuk pembantu peiaksana yang diperiukan yang berasal dari Instansi
Panitia Pertimbangan lzin Gangguan .

Pasal 8

(1) Panfia Pertimbangan Izin Gangguan mengadakan penelitian baik
administrasi maupun teknis di lokasi terhadap permohonan i2in tersebut
dan memberikan saran dan pertimbangan dalam Berita Acara sesuai
Tugas Pokok dan Fungsi serta Kewenangannya ;



10

2) Kepala Dinas Lingkungan Ridup berdasarkan pertimbangan dari Panitia
Pertimbangan [zin Gangguan, menandatangani Surat izin / Surat
Penolakan Permohonan 1zin ;

(3) Apabila dalam waildu 2 (dua) hari setelah peninjauan lokasi, Panitia
Pertimbangan lzin Gangguan belum memberikan pertimbangan, maka
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dapat menindatangani Surat 1zin atau
Surat Penolakan Permohonan lzin setelah mempertimbangkan berbagai
faktor yang dipandang periu.

Pasal 9

Permchonan [zin Gangguan tidak perlu dimintakan  pertimbangan
kepada instansi Pemberi Pertimbangan dengan kriteria sebagai berikut :

1. Tidak diperiukan pertimbangan darl Dinas Tata Kota apabila lokasi
tempat usaha yang dimohonkan lzin sesuai dengan peruntukan,
Garis Sempadan/syarat-syarat Zoning ;

2. Tidak diperlukan pertimbangan dari Dinas Bangunan apabila
bangunan tempat usaha sesuai dengan lzin Mendirikan Bangunan
(IMB) yang telah dikeluarkan oleh Dinas Bangunan ;

3. Tidak diperlukan pertimbangan dari instansi Pemberi Pertimbangan
apabila lokasi Tempat Usaha yang dimohonkan i2in sesuai dengan
peruntukan IMB dan luasnya kurang dari 200 m2 dan tidak
bertingkat/yang termasuk jenis gangguan ringan.

BABYV
MEKANISME PENYELESAIAN 1ZIN
Pasal 10

(1) Mekanisme penyelesaian permohonan Izin Gangguan adalah sebagai
berikut : '

a. Permohonan Izin harus diajukan meialui Unit Pelayanan Terpadu
dongan disertai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam
ketentuan pasal 3 Keputusan ini ;

b. Petugas Unit Pelayanan Terpadu bertugas menerima, meneliti,
mencatat dan menyampaikan berkas permohonan izin dan
kelengkapan persyaratannya kepada Dinas Lingkungan Hidup;

¢. Kepala Sub Dinas Perizinan pada Dinas Lingkungan Hidup
bertugas :

1. Membuat jadwal peninjauan lokasi Panitia Pertimbangan Izin
Gangguan;

2. Menyusun konsep Pengumuman Permohonan Izin Gangguan ;

o

Menyiapkan Berita Acara Panitia Pertimbangan {zin Gangguan.
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d. Kepala .Dinas Lingkungan Hidup menandatangani Psngumuman
Permohonan lzin Gangguan .

e. Panitia Pertimbangan izin Gangguan bertugas :

1. Melakukan peninjavan lokasi dan memasang Pengumuman
Permohonan lzin Gangguan .

2. Melakukan penelitian terhadap tempat usaha vang digjukan
permohonan izin ;

3. Membuat Berita Acara Penolakan atau Penerimaan Permohonan
izin Gangguan,

f. Apabila Berita Acara Panitia Pertimbangan menyatakan menolak
permohonan perizinan gangguan maka Kepala Dinas Lingkungan
Hidup menandatangani Surat Penclakan atas Permohonan izin
Gangguan .

g. Apabila Betita Acara Panitia Pertimbangan menyatakan menyetujui
permohonan izin Gangguan maka Kepala Sub Dinas Perizinan
menetapkan perhitungan Retribusi lzin Gangguan dan menyusun
konsep Surat lzin Gangguan ;

h. Pemohon membayar Retribusi Izin pada Unit Pelayanan Terpadu
dan menerima tanda bukti pembayarah retribusi Izin Gangguan ;

i. Kepala Dinas Lingkungan Hidup menandatangani Surat [zin
Gangguan dan diserahkan kepada Pemohon melalui Unit Pelayanhan
Terpadu .

") Mekanisme penyelesaian permohonan Daftar UIanng’erpanjangan atau
Baiik Narha 1zin Gangguan adalah :

a. Pemohon menyerahkan Formulir yang telah diisi dengan benar dan
dilengkapi persyaratan yang diperlukan kepada Unit Pelayanan
Terpadu (U.P.T);

b. Petugas Unit Pelayanan Terpadu menerima berkas permohonan izin
Daftar Ulang/ Perpanjangan dan Balik Nama serta menelifi
kelengkapan persyaratan, mencatat berkas permohonan dan
menyampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup ;

c. Dinas Lingkungan Hidup :
1. Melakukan peninjauan lokasi Tempat Usaha ;
2. Membuat Berita Acara ;
3. Menetapkan Retribusi .

d. Petugas Unit Pelayanan Terpadu :

Menerima bukli pembayaran Retribusi .
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e. Kepala Dinas Lingkungan Hidup :

Menandatangani Surat Keterangan Daftar Ulang, Perpanjangan dan
Balik Nama . -

f. Petugas Unit Pelayanan Terpadu :

Menyerahkan Surat Keterangan Daftar Ulang, Perpanjangan dan
Balik Nama ke Pemohon.

(3) Bentuk Surat izin Gangguan atas permohonan lzin Gangguan, Balik
Nama dan Perpanjangan izin Gangguan sebagaimana dinyaiakan
dalam Lampiran | Keputusan ini .

(4) Bentuk Surat Keterangan Daftar Ulang lzin Gangguan sebagaimana
dinyatakan dalam Lampiran il Keputusan ini ;

Dasal 11

(1) Penyelesaian lzin Gangguan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari
setelah Surat Permohonan diterima secara iengkap dan telah membayar
Retribusi yang telah ditetapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup.

(2) Penyelesaian permohonan Daftar Ulang, Perpanjangan atau Balik Nama
izin Gangguan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah Surat-
Permohonan diterima secara lengkap dan telah membayar Retribusi
yang tetah difetapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup.

(3) Bagan Alur penyelesaian lzin Gangguan dan Surat Keterangan Daftar
Ulang atau Balik Nama izin Gangguan sebagaimana dinyatakan dalam
. Lampiran I{i Keputusan ini. '

(4) Bagan Alur penyelesaian Daftar Ulang, Perpanjangan atau Balik Nama
izin Gangguan sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran IV Keputusan
ini .

BAB VI
JANGKA WAKTU IZIN

Paszl12

izin Gangguan berlaku selama usahanya masih berjalan dan wajib didaftar
ulang setiap 3 ( tiga) tahun sekaii .

Pasal13
(1) Apabia teriadi perubahan jenic usaha, perluasan tempat usaha atau
pemindahan iokasi maka Pemegang Izin wajib mengajukan kembali

permohonan lzin Gangguan .

(2) Apabila terjadi perubahan pemilikan tempat usaha maka Pemegang Izin
wajib mengajukan permohonan Baliik Nama .
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BAB VI
RETRIBUS| ATAS IZIN GANGGUAN

Pasal 14

(1) Besarnye retribusi atas izin gangguan sesuai dengan ketentuah dalam
Peraturan Daerah tentang Retribusi izin Gangguan ;

(2) Retribusi dimaksud pada ayat (1) harus dibayar tangsung oleh pemilik
tempat usaha kepada Kas Daerah melaiui Unit Peiayanan Terpadu .

BAB Vil
PENGURANGAN ATAU KERINGANAN RETRIBUSI

Pasal 15

Pengurangan atau Keringanan sebagaimana dimalsud dalam Peraturan
Daerah tentang Retribusi Izin Gangguan, diberikan maksimal 30 % (tiga
puluh persen) dari retribusi yang ditetapkan.

BAB |X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16
Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Waliketa
Surabaya Nomor 11 Tahun 2001 tentang Tata Cara Penyelesaian,
Pengalinan dan Pendaftaran Izin Gangguan dinyatakan tidak beriaku
iagi . .

Pacal 17
Keputusan ini mulai bertakyu pada tanggal diundangkan .
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Keputusan ini dengan penempatannya daiam Lembaran Dacrah Koia
Surabaya .

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 23 Juni 2003

WALIKOTA SURABAYA,
ttd

BAMBANG DWI HARTONO
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jangkan di Surabaya
tanggat 30 Juni 2003

(RETAR!S DAERAH KOTA SURABAYA
ttd
ALISJAHBANA
BARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2003 NOMOR 22/D

Salinan sesuai dengan aslinya
kretaris Daerah Kota Surabaya

: &
X DISISWANTO ANWAR



LAMPIRAN | KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 31 TAHUN 2003
TANGGAL : 23 JUNI 2003

SURAT IZIN
NOMOR :..........feccddd

. TENTANG
~IZIN GANGGUAN

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA SURABAYA

- a Surat permohonan tanggal
dari Saudara

Nama
Kewarganegaraan
Alamat/Tempat Tinggal
Untuk dan Atas Nama
Alamat/Kedudukan

b. Telah dipenuhinya persyaratan administrasi dan teknis sesuai dengan
Peraturan Daerah Kotamadya Daerzh Tingkat It Surabaya Nomoi 6 Tahun
1999 tentang Retribusi izin Gangguan .

c. Berita Acarz FPanitia pertimbangan izin gangguan Nomor ...
Tanggal

MENGIZINKAN :

érilan tempat usaha di loKaSi ..o e s

a
E

Mesin
sap mematuhi kewajiban sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Surat |zin ini dan
Faturan Perundang-undaingan yang berlaku .

1 ©¥ berlaku selama masih melakukan kegiatan usaha dan wajib melakukan izin
an ulang izin setiap 3 (tiga) tahun .

Diketuarkan di Surabaya

pada tanggal

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA SURABAYA

Pangkat
Nip

San :
Sdr. Panitia Pertimbangan izin Gangquan -
Sar. Kepala Cinas Polisi Pamaong Praja |
Sdr. Camat ... ...

Kota Surabaya




ro

SURAT IZIN
NOMOR ............. [ e [ R /

TENTANG
IZIN GANGGUAN

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA SURABAYA

sar : @ Surat permohonan tanggal
dari Saudara

Nama
Kewarganegaraan
Alamat/Tempat Tinggal
Untuk dan Atas Nama
Alamat/Kedudukan

b. Telah dipenuhinya persyaratan administrasi dan teknis sesuai
dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat Il Surabaya
Nomor 6 Tahun 1999 tentang Retribusi 1zin Gangguan .

c. Bukli  peralihan ... Nemor ...
Tanggal.....cooiii e

MENGIZINKAN :

f:;a:Ia

ma

matfKedudukan

i : Mengalihkan Izin Gangguan

por

ng3al

¢

s Usaha :

kzsi Tempat Usaha

as :

kuatan Mesin

3

| KEPADA

fma

ir st/Kedudukan

_._sgang lzin berkewsaiiban untuk mentaati ketentuan dan persyaratan yang
=takan dalam lampiran Surat izin ini.
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-2 olitots oot SRR Tanggal ... dinyatakan tidak berlaku

Sargso2n ini berleku selama masih melakukan kegiatan usaha dan wejib
~ cendaftaran ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali .

Dikeluarkan di Surabaya
pada tanggal

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUF
KOTA SURABAYA

Pangkat
Nip

!4

~itia Pertimbangan [zin Gangguan ;
ia Dinas Polisi Pamong Praja ;

P

[J

|2l5_? ;{!l
LN A NV

2
2pa
amat

stz Surabava




Jsaha :
Tempat Usaha

an Mesin

SURAT IZIN
NOMOR ..o

TENTANG
IZIN GANGGUAN

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA SURABAYA

. Surat permohonan tanggal

dari Saudara

Nama
Kewarganegaraan
Alamat/Tempat Tinggal
Untuk dan Atas Nama

Alamat/Kedudukan

. Telah dipenuhinya persyaratan administrasi dan teknis sesuai

dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat |
Surabaya Nomor 6 Tahun 1989 tentang Retribusi lzin
Gangguan .

. Berita Acara Peninjauan Lokasi NOMOT .. .ocveie v

- 2 To o T L PP P PPN

MENGIZINKAN :

: Memperpanjang izin gangguan atas tempat usaha di
- - I PP P

-z-sebut berkewajiban untuk mentazati ketentuan dan persyaratan yang

e =2=— _ampiran Surat zin .
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wn dikeluarkannya  Surat  lzin  ini, maka Surat’ lzin  Nomor
..... v TaNGGAL e Ldinyatakan tidak berlaku .

ﬁngguan ini berlaku selama Pemegang'lzin masih melakukan kegiatan usaha dan
melakukan pendaftaran ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali . )

Dikeluarkan di Surabaya

pada tanggal
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA SURABAYA
Pangkat
Nip
san:
Sdr. Panitia Pertimbangan Izin Gangguan ;
Sdr. Kepala Dinas Polisi Pamong Praja ;
Sdr. Camat ........ ;
Kota Surabaya
WALIKOTA SURABAYA,
ttd

BAMBANG DW] HARTONO

ialinan sesuai dengan aslinya
akretaris Daerah Kota Surabaya




LAMPIRAN it KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 31 TAHUN 2003
TANGGAL : 23 JUNI 2003

SURAT KETERANGAN

Nomor : / / #2003
?anda {angan di bawah ini

Kepaia Dinas Lingkungan Kota Surabaya

r
an surat permohonan Daftar Ulang Izin Gangguan tangga! Nomor
ara :

TPy

'S mennrangkan bahwa |

U

3dakan penelitian Administrasi dan peneiitian teknis di lokasi tempat usaha terhadap~
ian yang bersangkutan temyata tidak terdapat penyimpangan terhadap izin yang telah
gnaka fzin Gangguan :

F .

3

ha

F&Jdukan : '
Mesnn

'ﬂ'na pendaftaran ulang yang ke - ............... (..........} dan izin dinyatakan teiap
engan persyaratan

mentaatl ketentuan dan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam Surat [zin |
npelkan Surat Keterangan ini di tempat yang dapat diketahui di lokasi tempat usaha
mendaftar utang paling tambat tanggal .

3
Surat Keterangan ini dibuat urtuk dipergunakan seperiunya

w Surabaya,
X KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
o KOTA SURABAYA
) Pangkat
i Nip
n: _
Ir. Panitia Pertimbangan |zin Gangguan ;
ir. Kepala Dinas Pohm Pamong Praja ;
:ir Camat ..
- Kota Surabaya
Y aliNan sesuai dengan aslinya WALIKOTA SURABAYA,

adwris Daerah Kota Surabaya

Konkia Bagian Hukum ttd
> ‘-“_‘:\‘—"
A EAMBANG DWI HARTONO

HADIS ISWANTO ANWAR



LAMBPIRAN SURAT IZIN GANGGUAN
NOMOR : 31 TAHUN 2003
TANGGAL : 23 JUNIN 2003

KEWAJ'BAN PEMEGANG IZIN GANGGUAN

ng menempatkan barang-barang atau menggunakan tempat kefja pada
r-tempat sebagai berikut :

dekat pintu-pintu perusahaan atau jalan-jalan yang menghubungkan yang
snghubungkan pintu-pintu keluar masuk perusahaan ;

;oir. berm, jatur hijau atau jalan-jalan untuk umum lainnya .

E.

'itg membuat api terbuka atau merokok diruangan kerja , ruangan motor diesel
smpat penyimpanan barang-barang yang mudah terbakar. Larangan tersebut
;dinyatakan dengan tulisan yang jelas/terang pada suatu tempat yang mudah
o)

;Galan pemisah) yang pada gambar terlampir diberi tanda :
E merah dengan huruf |

is miring merah dengan lebar ;
b
;

'selaiu bebas dari segala benda yang merintanginya .
F

i.\at-tempat yang pada gambar terlampir diberi tanda :
pemadam kebakaran tersebut dalam keadaan siap pakai .

aruan isinya harus dilakukan sesuai petunjuk Dinas Pemadam Kebakaran
i Surabaya .

m tempat usaha harus ada beberapa pegawainya yang cakap menggunakan
imadam api yang disiapkan . .

el listrik harus selalu dalam keadaan baik dan mendapat pengawasan
ama untuk mencegah terjadinya korsluiting .

mbahan aliran listrik harus mendapat izin dari pihak yang berwenang .

ktu kegiatan tempat usaha berakhir dan semua karyawan meninggalkan
pn tempat kerja, semua aliran listrik harus dimatikan dan harus diadakan
fksaan yang teliti mengenai kemungkinan adanya bahaya api .

intu bangunan perusahaan pada umumnya harus membuka keluar dan pada
tjam-jam kerja piniu tersebut tidak boleh dikunci .
E



;1 -naan motor diesel harus memenuhi syarat-syerat

- -z mpatkan dalam ruangan berdinding tembok/beton yang dilengkapi de_ngan
= =Jam suara dan ventilasi yang cukup .

- :alkan diatas pondasi beton yang kokoh dan diusahakan agar meredam
;2= -an mesin . .
= :: pembuang asap harus dilengkapi dengan alat peredam suara dan
;=" .aring asap agar tidak mengganggu dan mencemari lingkungan sekitarnya.,

=-:2n bahan bakar maupun minyak pelumas harus ditempat dalam ruangan
= 2 i yang terpisah dari lingkungan motor diesel.

=:7 bahan bakar maupun minyak pelumas tidak boleh dialirkan ke seiokan
.~ namun harus ditampung dalam suaiy tempat dan menyediakan pasir
21 dengan skeop untuk menahan ceceran bahan bakar maupun minyak

. e EN

v~z mesin diese! dijalankan harus ada seorang penjaga (operator) yang selalu
+zjap saat untuk mengatasi segala kemungkinan yang terjadi pada mesin
= -arsebut . :

-~ - zt usaha harus disediakan kotak PPPK beserta kelengkapannya

L3 dapat mengusahakan pencegahan terhadap aklbat dapat timbulnya
;- .an lingkungan .

.sndaraan harus diatur sedemikian rupa agar tidak mengganggu lalu lintes

.1 ~enyediakan tempat-tempat sampah yang cukup dan sefiap penuh isinya
2z ﬁsingkirkanldibuang pada suatu tempat yang telah disediakan.

'~“ :m tanaman-tanaman penghiiauan yang disesuaiakan dengan kondisi lahan
= -sedia. .

- :sgala keperluan tempat usaha harus menggunakan air yang diambil dari

—: "man Daerah Air Minum (PDAM) Kota Surabaya.

'{_-— nenyediakan WC dan tempatkencing yang memenuhi syarat kesehatan,

- -mn cukup persediaan air serta harus dipisahkan antara pria dan wanita.

-emperkenankan pemeriksaan oleh petugas Dinas Pemadam Kebakaran
- mabaya dan menjalankan petunjuk-petunjuk untuk menghindari bahaya
Jan .

nemperkenankan pula pemeriksaan oleh Instansi Pemerintah yang lain
Surat Tugas dan kewenangannya .

- 8N 2in ini kepada pihak lain yang harus diberitahukan dan diajukan
- nan pembalikan nama kepada Kepala Daerah .

L TR e
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